WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT

PENANGANAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KOTA PADANG

Menimbang :

Mengingat -

d.

WALITKOTA PADANG,

bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana angin
puting beliung, mengakibatkan terjadinya pohon tumbang
schanyak 51 (lima puluh satu) titik yang menimpa rumah
masyarakat, sekolah dan fasihtas umum lainnya,
longsoran batu vang menimpa rumah warga di Sungai
Deremas Kelurahan Gates Kecamatan Lubuk DBegalung
dan ratusan atap rumah, sekolah dan fasilitas umum
lainnva yang diterbangkan angin;

bahwa dalam rangka mcngantisipasi dampak bencana
vang lebith meluas, perlu dilakukan upaya penanganan
keadaan darurat terkait dengan situasi saal ini sehingga
mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak
bencana, untuk itu perlu scgera ditempuh pcnanganan
yang bersifat cepal, tepat dan terpadu sesual standar dan
prasedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;

bahwa berdasarkan pertumbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Status Tanggap Darurat Penanganan
Angin Puting Beliung di Kota Padang.

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956  tentang

Pembentukan Daerahh UOtonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

Undang-Undang Naomor |2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahsan
Lembaran Negara Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4829},

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana {Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4830);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hulkum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor ©6.A Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengsunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan
Dararat Bencana;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008

tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam
Kebakaran Kota Padang {Lembaran Daerah Kota Padang
Nomor 17 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Status Tanggap Darurat dalam rangka
Penanganan Angin Puting Beliung di Kota Padang.

Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum
Kesatu adalah dalam rangka penanganan darurat bencana
angin puting beliung yang berlangsung selama 7 (tujuh} hari,
terhitung sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 31
Januar 2016.



KETIGA : Keputusan mi mular berlaku pada tanggal ditetapkan dan

dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di
lapangan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 tJanuari 2016

W OTA PADANG

»

M LDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1
i
3.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta

Gubernur Provinsi Sumaitera Baral di Padang

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Sumatera Barat di Padang

Ketua DPRD Kota Padang di Padang



